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Abslract
This stucll' trints to c{eterntine the concept of local government Jinancial statements to the
Deparlment of Ret,enue Sidoalo Regenq, Finance and Assel Managentent Sidoarjo regenq' trppropriate
Government Accounting Stttndards (Government Regulation No. 24 of 2005). This study used q descriptive
trpproach, the primary data source and secondary data. Primary dtrta and secondary clata are ctlrea$,
clailable or lhe informtrlion and supporting data related to financial reporting area. Research resulls
indicate that the Department of Finance and Asset Management Revenue Sidoarjo district has presented the
fintrncial slalements covering regions Budget budget realization report, Balance Sheet, Statentent of Cash
Flows, and Notes to Financial Stateruents. In preporing lhe financial stLttements hcwe been guided bv the
Governnrent Accounting Slandords (Government Regulation No. 24 of20051 but there qre seyeral accounts
in the reoli=ation of the buclget, cash Jlow statement and bcrlonce sheet ctccounts are still using the
Permendagri No. l3 of 2006 that the 
-financictl statements need to do the conversion. In the process of
preporing the report olso there are still some obstacles such es ot the level of a competent hum(tn resource
and regulatory c'hanges.
Keywords: local financial statements, the Government Accounting Stondards (SAP)
Pendahuluan
Kondisi di luar negeri juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing
tiap Negara. termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya (Halim,200l:2). Selanjutnya peningkatan
kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Penerapan
otonomi daerah seutuhnya membarva konsekuensi logis berupa penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan berdasarkan pengelolaan keuangan yang sehat. Dalarn era otonomi daerah, salah satu aspek
yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
Penyelenggaraan akuntansi di instansi-instansi pemerintahan di Indonesia sudah mulai menjadi keharusan
dan tuntutan jaman seiring dengan runtutan reformasi yang semakin luas dan menguat dalam satu dekade
terakhir. Tuntutan reformasi dalam hal ini adalah agar pemerintah mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas yang memadai kepada masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas pemerintah dituntut untuk
mewujudkan go od gov ern a n ce.
Implementasi good governqnce merupakan suatu penyelenggaran manajemen pembangunan yang
sejalan dengan prinsip demokrasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif.
Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Perwujudan pembangunan daerah dan tata kelola keuangan daerah, landasan kerja pemerintah
daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya konkrit
dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola
keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan
yang lebih luas dan tepat waktu. Implementasi di bidang pengelolaan keuangan berlandaskan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 I tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah.
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Diharapkan pemerintah daerah dapat rnelaksanakan per.rgelolaan keuangan daerah secara trallsparallian akuntabel. Keuangan daerah merupakau dokulnen publik yarfu berhak diketahui oleh nasyarakat. Sesuai
r'etertuau peraturan peruudang-undangan telah ditetapkan. Perierintah daerah khususlya setiap SatuallKerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan dan mempertanggunglawabkan Laporal Keualgallaerah yang berupa Laporatr Realisasi Anggaran Pendapatan aai netanla naer-ah, Neraca, Laporap Ar.usKas- dan Catatan atas Laporan keuangan. pada dasarnl,a buah pikiran yang melatarbelakangi terbitn),a
tr'E[-aturall perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dal daerah secara
me'ttrif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya iirgin melaksurrrli=u,, melalui tata pemerintahan yalg baik
wNl govertnent) yang. nlemiliki beberapa karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, tralsparalsi,ffi,qien- efektif dan berorientasi pada kepentitrgan rnasl,arakat.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakal beltukpr"tng-eungiawabau petrgelolaan keuangan daerah. oleh kareni itu, penyelenggaran akuntansi di
rMD€rintah daerah tidak cukup hauya tnetnaharni SAP tetapi juga harus menahami dan/atau nre,.rperhatikan
Nmmxran-peratura[ yalls terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, (terutama misalnya rnelyalgkut
NlrlulflIur APBD, mekauisure penatausahaan pelaksanaan APBd). sebagaimana diatur dalam pp No. 5g/2005
1' dla,* lebih lanjut 'di dalam Peraturan Menteri Dalarn Negeri (Perirendagri) No. l3 Tahun 2006 terltang
mhdum:an Pengelolaan Keuaugau Daerah sebagairnana tetah- direvisi dengan permendagri No. 59 Talru,W dan terakhir dengan Pennendagri No. 2l lahun 20l l (revisi kedua).balam uewul-uata1 pernerintah
ng haik serta wujud tratlsparansi laporan ker"rangan maka Peurerintah Daerah sidoarjo telah menyusun
rffiuc@ keuargan yang berisi tentang laporan pertanegungjawaban atas pelaksanaan Alggaran p€ndapatal
tBctmja Daerah (APBD). Laporan tersebut oitu.ui, u..aasarkan gabungan dari laporan keualgan seluruh,.r59rr Jvrgr u,,itUD di Linekungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Infinnari K"uungu,, yang berada dalanr
ryd$?"rl Kas Daeralr.
n':poran keuangan digunakan utrtuk rnembandingkan realisasi pendapatan, belanja. transfer. dap
ntan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluaii efektivitas daq
suaru entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatamyi terhadap peraturan perunda.g-I Penyajian iaporan keuangan yang berpedornan pada Standir Akuntan;i pemerintaian (SAp)
1"a adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuapgan
sud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan dapai mewujudkin transparansi dan akuntabilitas
o keuangan daerah sehingga good governance dapat tercapai. Tetapi dalam kenyataannya
Iaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan ,rarih buryuk kendala danuapi untuk mewujudkan pemerintah yang baik maka perlu adanya pelatihan dan sosialisasi
uan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi pemerintahan (SAp).
huaalian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentane
It 
''iluurtansi Pemerintahan. Dengan terbitnl'a SAP selain untuk mervuj udkan good governance juga
Pedoman pelaporan keuangan daerah. Dalam menyusun dan menyajili-an taioran t.uurti,poda Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Komite Standar ekuntinsih ISAP) seperti yang telah tercanrum pada pasal 33 UUD nomor 8l Tahun 2004 yangberbunyi{. bi laporan pertanggungiawaban APBD seperri dimaksud pada ayat (l) dan 1i; aisusun aanq-9". SAP. Mengincul 
.hul tersebut maka peneliti perlu membahas secara nyata bagaimanafi @ngan agar lebilr yakin dan mengetahui Peraturan Pemerintah ini benar-benui dildunfun utuu
4
6qgt Lapopn Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporanlfu Catatan atas Laporan Keuangan di Kabupaten Siao4o untuk periode Tahun 200g sampai[r 2012' masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 iahun 2005 tentang Standarkintahan. Sistem akuntansi yang diterapkan adalah akuntansi kas menuju akrual-atau caslz
nruddimana pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dicatat berdasarkan kas
eau kas yang dikeluarkan dari kas daerah, sedangkan pengakuin aset, kewajiban dan ekuitas&m basis akrual atau berdasarkan hak kewajiban yurg timbut. Untuk pelakianaal akuntansi
rcpenuhnya diharapkan dapat tersajikan pada periode anggaran mulai tahun 2013 karenan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi
;is akrual pada pemerintahan daerah yang paling lambat diterapkan pada tahun 2015.
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Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah merupakan laporan yang terstruktur lnengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Maka untuk mernenuhi syarat-syarat dalam
rnenyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pelnerintah mengeluarkan peraturall yang dapat
rnengatur dan rnengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pernerintah No 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar
akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam
r.lenanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalarn staudar, pemeriksa dalatn rnembelikan pendapat
rnengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para
pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan infomrasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusrrn sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009 3). Menurut Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (2005:7) Laporan keuangan disusun untuk urenyediakan informasi yang relevan
rnengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selalna satu periode
pelaporan. Laporan keuangan juga untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya sesuai peraturan perundang-
undangan.
Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen
yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :
Laporan Realisasi Anggaran APBD
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang rnasing-rnasing diperbandingkan dengan anggararu:lya dalam satu
periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.
Infomrasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
surnber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Dalam modul
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP) No. 2 tentang laporan realisasi anggaran (LRA)
merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan dan menggambarkan
informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari (l). Pendapatan adalah semua
penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kernbali oleh Pemda, (2). Belanja adalah semua pengeluaran
kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan
diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda, (3). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama
dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Neraca
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur didefurisikan sebagai berikut :.(1).
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pernda sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, (2).
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluai sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah, (3). Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pernda yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
Laporan Arus Kas
Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, Laporan arus kas menyajikan informasi te[tang
penggunaan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
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rer:ra 1633 selama satu periode akutrtansi, da, saldo kas da, setara kas pada ta,ggal pelapora,. MerurutLrutm (2004:228) u,sur yang dicakup secara langsurg J.;rr; ;;;;;,, arus kas terdiri dari pe,eri,raan da.pcaeeluarar.r kas yang masi,g-rnasi.g didefinisit,r,i ,.t ugui 't .rit rr' (l). penerimaan adalah se,ruaFmerimaan kas utrrurn Ne-gara/Kas dae"rah yang dibukukan ialam ta}ru,. anggarau yallg bersangkuta,, (2).F\mgeluaratr adalah semua pengeluaran kas umum Negara/Kas daerah ya,g dibukukan dalarn tahu,Lllggaran yang bersa,gkuta,' Laporatr Artts Kas merupak"a,, lu;;;u; yang menyajikan i,fo,.,asi ,renge,aitmnber' penggunaan' dan perubahan kas selarna satu perioJi utrn tunri serta saldo kas pada ta,ggalm*@ran' Tujuan pelaporan arus kas adalah ,.,"n.,u".it un-lnro.nruri me,genai sumber, pe,ggunaarl,
ffil#,13^i1[11T kas selanra suatu periode akunta,si da, sardo kas ian ,.,u* rl, pada ranggar
([latan Atas Laporan Keuangan
catatan atas laporatr keua'rga,, juga nrencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
'dlpergunaka, oleh e,titas pelaporan irn li.,rJ.,ruri lain yang dihar-,ska, dan dianjurkan untrk diu,gkapkandf 
'lalam standar akuntanii pemerintahar, ,.nu ungk pln-ingt upun yurg diperlukan untuk rnenghasilkanpajian laporan keuangan secara wajar. Me.urut ut*, lzoo+, z:s).cutu,u, atas laporan keua,_ean terdiridbi halJral sebagai \riku1-:^(l). u.,ryulitan info,nasi ,*ru,rlionomi makro, kebijakan fiskal dan'Fn''rapaian target Perda APBD. serta klrdala yang dihada;i;;i; pencapaian target, (2). MenyajikaneNiri{ar pencapaiatr *t1"??. selama tulr* f"rup*n, 1:;. tvt"nya.;itun i,rro.,rrasi te,tang dasar penyusunanhran keuanga, dan keLijakan-kebijakafatrrtunri yang oipitiir uniuk diterapkan atas tra,saksi-transaksi& kejadian-keiadian penti.g lain,ya, 1+j. rvreny.aiak-a,r i,fomrasi tambahan yang diperltrka, untukpajian yang wajar- yan-e tidak disajitan dalam lembar muka lapora, keuanga,.
lh-iar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan pemerintah Nomor 2{ Tahun 2005Dalam mervuiudkan pemerintah yang baik ,""il ;;;il;..,g.totuun keuangan daerah berdasarka,h*+'r Aliuntansi Plnrerintatra, (SAP). 'D;i;r, penyajian iupo.un l.Lngun dapat berpedoman pada sebuahfrdar aliuntansi dalam peningkatan kualitas lapo.an Leu"rg;. il;ng - U,dang Nomor l7 Tahun 2003ffi mewajibkan Presidin din Gubernur, Bupati dan wiikot. rr*t melaporka, pertanggungiawabanfrEsanaan APBN danAPBD berupa 6o.un i.rung*. Lt;;;; i"uungu, terdiri dari Laporan Realisasif,fBDAPBN' Neraca' Laporan Atut K;t l;; Catatir *r't upo.o,' Keuangan. Disebutkan pula bahwah* dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan ,.*ui-rtunaur akuntansi pemerintahan. padaQEnI l3 Juni 2005 Presiden menandatangani Peratura, p.r.riniul, No*o, 24 Tahun2005 tentang Standar*- nsi Pemerintahan. Menurut perarurin pe..rirtat Nomor 24 iahun 2005 (2005:2) Standar Aku.tansihairrahsn' selanjutnya disebut sap- uJurui,-qlinsrp-prinsip ,r.uniunri yang diterapkan dalam menyusunffi*:;jl!1'ff*:ffi;t,5T,1',Jxl.'iar ai'vutud ;;;;.,iur, F.,nvutaan standar Akuntansi
flhnakar Peran profesi sebagai Engine of Reform




hebilitas dan Transparansi Keuangan publik
dtr:,:T::.":::111 ff:r""i::q*gu*utm,.pengeroraan sumber daya serta peraksanaanr 1'ang dipercavakan kepada entitas pJuporun auru* ir".ufui*ju^u,i;** [1"n"'ji1,riliff:11X1:
lffi :#; '-lHI Xf:i*Yi"*::i"f:":qi-1^?d"r"h'iir. i,.""iggungiawaban dana pubrik,ffi:ffi .:.f :l-,:[](3)adanva;;;;;d;-i"""dt##;';il"ffi i:t?#t?XXiffi,;L*
_.insan hahwe *o".,jll,^.*:-1Tfli:, ,I".rg terbuka dan' jujur i.puOu masyarakat berdasarkanb a masvarakat n.*iiiki r,*i,t* ,*r*"lo,lir..;;';;ri:'Y# ffi"r,:i,l1ir'T::
:1t*.ff:TT:li^j::T.-Tii:!':.1i,,:fil o:Iu vu.,e aip....y"r.", kepadanya danuva pada peraturan perund an g -undan gan (KK,- sep, z o o i i i.ri., *,t*#"ir";:,fJ.ffi1yr" #;u akan memiliki kriteria (1.). Adany"a rertang.gunsiawaban ,.r6rt", dan (2). Adanya publikasiLcuangan, hak untuk tahu hasii audit dan t.t".r.aiuun"irrfil;ril;.{,".
i a'agan judul penelitiT Ti, maka fokus pe,elitian ini adalah masalah renrang konsep penyajianiff -fr jX'13i,#1"l;l:-: j:'3:t*: j:y:*t"=_r*"r,e;:;anAserKabupatenSidoarjoL sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (pp Nomor zi ti"?ifibT:tlitH":;:i;1:
#:"ii? *:l1l11 j.".l"ma menyaj ikan. rapoian d;;; d;;; ;# j,ffi ,,ii1i,n,",,,(PP Nomor 24 Tahun 2005) dan unt t ri*g.i"r,ui so'iusi y*g-diilil*ffi::'r?fJ#l#
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pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam rneugantisipasi hambatan tersebut
rneftetahui laporan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo selatna 5 (lima) T
terakhir periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012.
Subjek Penelitian
Untr]k rnemberikan inforrnasi yang relevan tentang penyajian laporan keuangan daerah pada
pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai Standar Akuntansi Pemer
serta hambatan yang di hadafai selama penyajian laporan keuangan, rnaka subjek penelitian
penelitian ini adaiah Staf Sekretariat, Kasi Pelaporan dan Staf Bidang Akuntansi.
Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
l. Pengumpulan Data
fegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang di
pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang
i"ngun pinelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekurnpulan data yang dapal
infonnasi faktual.
3. Penyajian Data
nenyalian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan,
deskriptifnaratif, sehingga data yang tersaji relatifjelas dan informatif. Tindakan lanjutan,
data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.
4. Penarikan Kesimpulan
Kegiatan penarikan kesimpulan urerupakan kegiatan tahap akhir dari proses
kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan




sesuai permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Liporan Realisasi Anggaran untuk Akun Pendapatan sesuai dengan akun SAP
pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sedangkan untuk Akun Belanja menurut SAP Peraturan
Nomor 24 Tahun 2005 dibagi 2 (dua) yaitu Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai,
barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial sedangkan belanja modal terdiri dari belanja tanah,
perala:tan di mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset te
iainnya, belanja aset lainnya. Nu** penyajian dalam akun belanja menurut akun Permendagri Nomm
penyajian Laporan keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan,
Kas, Neraia, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Aset Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan format penyajian dalarn PP Nomor 24 Tahun 2005 te
Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun untuk laporan realisasi dalam akun belanja menggunakan
Tahun 2006 tirdiri dari Bilanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal sedangkan belanja tidak langsung terdiri
belanja pelawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil
propl6ili.uUupaten, Koti dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
pada ienyajian Laporan Realisasi Anggaran APBD Pernerintah Kabupaten Sidoarjo pada
pendapatan Pengelllaan Kiuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo untuk periode Tahun 2008 sampai
Tahun ZOOO aaaiatr bilanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan pr'
atau kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung dalam pasal 36 ayat 3 Permendagri Nomor 13
2006 rierupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
kegiatan. Laporan Reailsaii a"gguri, APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Penda
peigelolaan k.uungun dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah rnenyajikan berupa perhitungan atau pe
darisemua y*g t"luh dianggarkan dalam satu anggaran. Pos akun pada penyajian laporanrealisasi
Tahun2012 telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2005). Untuk Akun
yang menggunakan akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Belanja Tidak Langsl
aan-A.Unja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung dalam pasal 36 ayat 2 Permendagri Nomor
telah disajikan -sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 namun tidak dipungkiri untuk pos
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:c.lnia nrenggunakan akuu sesuai Pernlendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
{.-engan daerah dan secara rinci Laporan Realisasi anggaran dapat dilihat pada larnpiran 2 sarnpai laupiran
: tr-iporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah diaudit dan
:e:::tani-aat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, rvalaupun dalam proses penyajiannya seling
r,: -.salami keterlanrbatan dalam penyaurpaian laporan keuangan daerah.
\eraca nrerupakan salah satu laporan keuangan daerah l,ang menyajian inforruasi rnengenai jumlah
u.e- keu'ajibar.r. ekuitas dana pada akhir tahun allggaran. Pernerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyajikau
iLr:-'masi aktiva. kewaiiban dan ekuitas dana pada akhir tahun auggaran. Pernerintah Kabupaten Sidoarjo
:riii.im hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah
nre .s.klarit-rkasikan aset rnenjadi aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, investasi jangka
rrr 3rlg terdiri dari investasi noll penllarlen dan investasi pernranen, aset tetap meliputi tanah. peralatan dan
nres:a- sedung dan bangunan,jalan, irigasi danjaringan, aset tetap lainnya, koutruksi dalam pengerjaan, dan
ue: iainnva. Untuk klarifikasi keu,ajiban terdiri dari kervajiban jangka pendek dan kervajiban jangka
re,',j:k. Sedangkan klarifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar dan ekr.ritas dana investasi.
r'r.rajian neraca pada akuu aset lancar menggunakan akun Permendagri Nomor l3 Tahun 2006. pada akun
tss{:.tap pos akun'Jalan, irigasi dan jaringan" sudah sesuai penyajian SAP Peraturan Pemerintah 24 Tahun
-tl*,-<. Pada pos akun aset lainnya menggunakan akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kernitraan
Ie:_gen pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
l;t-un penyajian treraca yang disajikan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahar.r.
Penyajian laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan infonnasi ams rnasuk dan arus
rie.-ar selatna tahun anggaran. Laporan Arus Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
q..!".upalen Sidoarjo telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Laporan arus kas yang disajikan telah
ies-:i standar akuntansi pemerintalran (SAP) PP nomor 24 Tahun 2005 dengan metode langsung. Metode
&rgiung ntengun-ekapkan pengelompokkan utama pellerinraan dan pengeluaran kas bruto. Secara umum
',e'rn menl'ajikan Sesuai statrdar akuntansi pemerintahan namun tidak dipungkiri beberapa nama akun masih
nrrer:gsunakall akun Permendagri Nomor l3 Tahun 2006 tentang pedomatr pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, laporan keuangan daerah yang berupa
&fa:tiln realisasi anggaran APBD, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah
,ulsa-rrlian sesuai Standar akuntansi pemerintahan. Catatan atas laporan keuangan juga disajikan sesuai SAP
trsaruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi-
mu-*,rrrnasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah. Dalam penyajian laporan keuangan daerah
,inms sesuai standar akuntansi pemerintahan diperlukan beberapa strategi yang dapat menghasilkan laporan
{sJcngan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna laporan tersebut. Tetapi pada kenyataan
^ttrli&rangan masih terdapat kendala dalam proses penyajian laporan keuangan daerah tersebut. Faktor
lulshambat tentang tingkat kompetensi setiap sumber daya manusia berbeda-beda serta perubahan
rs?:uIan yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
Tingkat sumber daya manusia atau stafkeuangan yang menangani laporan keuangan publik sangat
mcm,erlukan bimbingan teknis. sosialisasi, serta memahami tentang pedoman penyajian laporan keuangan
lars'ah sesuai SAP. Terlebih lagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
orah dilajibkan menyampaikan laporan keuangan ke BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran
lqnkhn. Selanjutnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan
i&*rtxsan daerah yang sudah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan ke Bupati dan DPRD. Sehingga dalam
mrrajian laporan keuangan daerah tersebut memerlukan sumber daya manusia yang kompeten di
mfi&ogny4 meskipun masih banyak tingkat kompetensi setiap sumber daya manusia atau staf keuangan yang
u,r,naut sama satu dengan yang lain. Kendala selanjutnya adalah tentang perubahan peraturan tentang keuangan
@ih. Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak intemal yang sudah terbiasa dengan peraturan
ntr*l sistem yang lama akan enggan mengikuti perubahan. OIeh sebab itu dalam hal ini Dinas Pendapatan
lxgelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo perlu mengatasi beberapa kendala tersebut dengan
mrry:adakan bimbingan teknis, pelatilran, sosialisasi tentang penyajian laporan keuangan daerah. Beberapa
trum:ingan teknis (birntek) telah dilakukan secara berkala bagi staf keuangan di lin_ekungan SKPD
r{i.lrupaten Sidoarj o.
Bimbingan teknis untuk sistem penyajian laporan keuangan daerah telah dilakukan berkala bagi staf
,lurs membidangi keuangan dengan harapan tidak terjadi keterlambatan penyajian laporan keuangan daerah.
Ie;ar:han, bimbingan teknis serta sosialisasi tentang laporan keuangan daerah misalnya pendidikan dan
mrunnihan teknis penatausahaan dan pertanggungiawaban keuangan daerah, pedoman dan panduan
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tentang pedoman, sistem, dan pemahaman untuk menghadapi standar akuntansi 
pemerintah daerah berbasb
akr-ual sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang penerapan SAP berbasis 
akrual' Diharapkan
dengan liasil birnbingurj.mir, sosialisasi dan pelatihan tentang penyajian laporan keuangan daerah sesuai
standar akuntansi pemerintahan (SAp) dapat ii.iuru** dengin baik, sehingga tingkat kesalahan 
dalam
;:$ui";ff:rJ.""i'iilr r".dapatan r"ng.roruu' Keuangan dan Aser \(abupalen S\{oar1o {a\arn H
pengelolaan keuangan du.''ut 
'Oun penlajian laporan keuangan daerah iesuai standar akuntari
penyaj ian daPat terkendali.
DirrasPendapatanPengelolaanKeuangandanAsetKabupatenSidoarjodalanrnrenyajikanlaporan
keuangan daerah yung,".Airi a"uri laporan ,.atiuri anggal'an, nelu:u, laporan arus 
kas' catatan atas laporan
keuangan sesuai standa. 
"t-ri.rrl pe,rerintahan 
PP N"Jmor 24 Tahun jOOS untut< periode angga'an Tahun
200g sampai dengan Tahun 20 12 telah memenut i iur,u,un mewujudkan akuntabilitas 
dau transparansi yang
rnerupakan salah satu prinsip good governrr,'ru."Y",*'uiudan goid governance 
dalam peltanggunglawaban
pengelolaan keuangan ;;;; [apat iiketatiui ,".aru p.rltif. dleh kirena itu laporan keuangan 
daerah yang
tersaji pada Dinas eeffiuiun p*g.rory :;;;;Jn ou,-' Asel Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 
200t
sampai dengan ruhun l6ii telah liaudit ot.i, eJaun Pemeriksa Keuangan RI sefta Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten SiAou4o menerbitkan buku 
saku tentang data keuangan
Kabupaten Sidoarlo n*tui tr,un unggurun zoot ffiai aensan.l1|1n anggaran 2012 yang dapat diakses
untuk dl\adrkan pene\itian. o\eh sebab-'t" p.'r.*"i"11" Ct":T-'i1l::lT::l::"1'f:1L"u'[tl1|Y
st*e'flr};i1":"lXlorun 
Keuangan Da91a.h pada Dinas p-ey$apatan pengeroraan Keuangan dan
Kabupaten Sidoarjo ,.tu,ru 5 Taiun terakhir, iuulai Tahun 2008 sarnpai dengan Tahun 2012 
terdiri
Laporan Realisasi erge"."" ipst N"*".1, !ip*11,tY[i'*:.:"T:::tt^T11':: []ffi;i*
'"'"'"1;';:f',#;:#;;,-"#;;;;Hri;;.hh terah sesuai dengan SAP vang tertuang pada
Nomor 24 Tahun 2005, namun pada akun belanja daerah pada laporan realisasi anggaran' 
Laporan Arus
serta Neraca rnasih menggunakun nama aliun paia Pennendagri Nomor l3 Tahun 
2006'
Untuk menyesuaikan perubahan peraturan pemerintah Nomor.24 Tahun 2005 
tetang SAP
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 perlu dilakukan konversi LaP,oranStl:1.Y"1.,r,,r^,.c nleh SD
"t*tT:iJ; ;ffi"jil dan penyusun* rupotun keuangan daerah perlu didukung ol  M
kompeten di bidangnya, ;;idg; keterlambitan dan kesalahan selama proses penyajian laporan
terkendali.
Pertanggungjawabanpengelolaankeuangandaerahdapatdirasakanpublikkarenaakses
mendapatkan tupo*n keuangan daerah dipennudah'
Saran
pelaksanaan Bimbingan teknis dan sosialisasi yang mengatur tentang pengelolaan teuangan 
sesl





dari hasit bimtek basi staratau tenasa keuangan tersebut'
Laporanx.runeun-au.*ridiharapkansesuaiStan$ar-+Ilig:'^::::Tt1f-'.:::"1"*ff;l
t.*,..""i1".fi.ra"i ii;;";i z+ run* z'oos, d* diharapkan tidak.menggunakan Akun sesuai
Nomor l3 Tahun 2006, ;;;g;u aiftu'upttun efektif bagi penggu.na t"f:IT,k::TTiltj*Y;,
Karena p.rur.run*n ;iiiui"guo teknis serta sosialisasi-sosialisasi yang mengatur tentang
pengelolaan keuangan 
-"1"tr 
@"6.fu, ,".*u berkala, diharapkan dapat 
mengurangi keterla
p"nla*paian laporan keuangan daerah'
Diharapkan 
"d"rr ;;;buhun'u*b"r daya 
manusia lttuO vunq,lflft::":*:1T:
puau #;il1'ffiffi;,i;;;;;,^;ffii.ii:,r:, dan ,q.set Kabupaten Sidoarjo mengingat pada
akuntansi tersebut masih terdapat 9 (sembilan) staf bidang akuntansi' Yllll OtlLlll'1.:?: *:'
il,*,j1ilff";;;;";;;;;;;;;; ;;fu pengeroraan keuangan daerah sesuai Standar
Pemerintahan .r r :r i--: r^-^^- L--kaa '
Diharapkan kinerja Pemerintah ra!.una!e.n Sidoarjo *'11'-lll3,*]"fl-o:"i*::.:::?'":J3;ll
usaha untuk mewujuara'Jk";;ay;rg baik sehingga tuntutan akuntanbilitas dan transparanst pe
yang bebas KKN daPat terwujud'
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